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ABSTRACT 

Central and local governments have implemented public accountability in response to the 

growing public demand for good local government. Human resource quality, regional 

financial information systems (SIPKD), and the role of internal audit are all examined in 

this study to see if they affect regional financial reporting in Bali. The entire Bali 

Provincial Government Work Unit was used as the study's sample. Purposive sampling 

and multiple linear regression analysis techniques were used to select 140 participants for 

this study. This study found that the Quality of Human Resources had a positive and 

statistically significant impact on the Regional Financial Report Accountability metric. 

For the Regional Financial Report Accountability variable, the Regional Financial 

Management Information System (SIPKD) had a positive and statistically significant 

impact An important contribution to the Accountability of Regional Financial Statements 

was made by Internal Audit. Regulations and policies relating to the accountability of 

financial statements can take into account the findings of this research. 
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PENDAHULUAN 

Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap good local government mendorong 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Tanggung 

jawab bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan entitas 

pelapor untuk meraih tujuan dari waktu ke waktu. Pelaporan keuangan pemerintah memiliki 

tugas untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas 

dan pengambilan keputusan, baik ekonomi, sosial atau politik, dengan memberikan informasi 

tentang perubahan keuangan. kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan (Deddi 

Nordiawan. 2006). Wajibnya mempunyai tata kelola SDM yang kompetean pada SKPD guna 

mendapat tata kelola keuangan baerah yang baik, diidukung pendidikan keuangan dan 

pengalaman dibidangnya 

Ini diperlukan untuk pengoperasian sistem akuntansi saat ini. Sistem akuntansi keuangan 

daerah merupakan sejumlah metode mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, peringkasan, 

hingga pelaporan keuangan guna  mempertanggungjawabkan hingga pelaksanaan anggaran, 

dengan manual sebagaimana pengaplikasian komputer (Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar. 2009). 
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Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan daerah sebagaimana Permendagri 

No. 13 Tahun 2006 pasal 225, “memungkinkan penggunaan aplikasi komputer dalam 

pengelolaan keuangan daerah untuk memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan informasi di 

daerah yang efisien dan efektif. keuangan daerah sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan”. 

SIPKD yaitu aplikasi terintegrasi guna sarana membantu mengefektifkan pelaksanaan dari 

beragam peraturan dan tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, 

transparansi, akuntabilitas dan pengendalian.  

Ini adalah kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan efektif yang dirancang 

untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi melalui audit internal selaras pada 

standar internasional untuk audit internal. Manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata 

kelola dinilai dan ditingkatkan melalui aktivitas ini, yang membantu organisasi mencapai 

tujuannya melalui pendekatan yang ketat dan sistematis. (Faiz Zamzami, MA 2014). 

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Bali yaitu hal menarik guna dikaji lanjut. 

BPK Indonesia mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 

Provinsi Bali tahun 2021. Namun, bukan berarti tidak ada masalah, termasuk kesalahan anggaran 

dalam kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). fasilitas dan layanan. pengeluaran, seperti 

belanja modal. Selain itu, masih banyak catatan mengenai penatausahaan, keamanan, 

penggunaan dan pengelolaan barang milik di daerah yang belum cukup lengkap sehingga 

penerapan teknologi informasi tidak dimanfaatkan dengan baik (Kompas Media. 2021).  

Akibatnya, pengendalian internal memainkan peran penting dalam meminimalkan 

kesalahan dan mereka yang menyusun laporan keuangan memiliki pengetahuan dan pengalaman 

untuk memastikan bahwa kesalahan manajemen dan akuntansi tidak terjadi. Atas dasar itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM, SIPKD dan peran audit 

internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah di Provinsi Bali. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kualitas SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan 

daerah? 

2. Bagaimanakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan daerah? 

3. Bagaimanakah peran audit internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan 

daerah? 
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Tujuan Penelitian 

1. Guna mengetahui pengaruh kualitas SDM berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas 

laporan keuangan daerah. 

2. Guna mengetahui pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh 

terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. 

3. Guna mengetahui pengaruh peran audit interal berpengaruh terhadap akuntabilitas 

laporan keuangan daerah. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Teori Agensi (Agency Theory) 

Menurut teori keagenan, hubungan klien-agen diatur oleh kontrak kerja formal. Untuk 

mengatur sistem pemerintahan dan kekuasaan pemerintahan, agen harus diberi wewenang oleh 

pihak-pihak. Hal ini dimungkinkan untuk mencapai kinerja maksimal sesuai dengan keinginan 

klien dengan mengembangkan strategi yang dipikirkan dengan matang. Dalam laporan keuangan 

yang disajikan dan pelayanan prima yang diberikan oleh protagonis, strategi ini dapat dilihat 

efektif. Selama rakyat memiliki kepercayaan kepada pemerintah, pemerintah akan melakukan 

apa yang diinginkan rakyat (Subekti, dkk. 2015). 

Agen melaporkan kewajiban prinsipal kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik. Diperlukan pihak ketiga untuk meyakinkan protagonis 

bahwa akun agen akurat karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan agen (ada asimetri 

informasi). Akuntan di sektor publik diharapkan memainkan peran penting sebagai pihak ketiga. 

Karena data keuangan termasuk dalam laporan pemerintah dalam jumlah yang signifikan (Putra, 

D.P. 2018). 

Kualitas Sumber Daya Manusia. 

Kualitas SDM harus memenuhi standar kualitas jasmani dan kesehatan, serta intelektual 

dan  mental juga  spiritual (perjuangan). Berdasarkan great theory of action, pemerintah sebagai 

agen mampu memberikan hasil kinerja dengan maksimal sejalars pada keinginan protagonis. 

Strategi ini terlihat dari laporan keuangan yang disajikan dan pelayanan yang baik dari tokoh 

utama. Logika akuntansi pemerintah Indonesia dapat dipahami oleh departemen SDM yang 

terlatih. Untuk tujuan menetapkan dan menyempurnakan standar akuntansi pemerintah, standar 

No. 71 tahun 2010 merupakan dokumen dasar yang penting. Menemukan solusi untuk masalah 

yang tidak ditangani oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SGAS) oleh komite 

standar, penyusun dan auditor laporan keuangan, dan mereka yang menggunakan laporan 
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keuangan. Ketidakmampuan SDM pemerintah daerah dalam memahami logika akuntansi 

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan laporan keuangan daerah sehingga tidak 

diperhitungkan (Sudarningsih, Wahuni, & Dewi, 2018). Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Berdasarkan Modul Aplikasi Kementerian Dalam Negeri, Definisi Aplikasi Terintegrasi 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIPKD) dalam self government guna 

memberikan peningkatan efektivitas impelementasi beragam ketetapan tata kelola. pada prinsip 

efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi. , bertanggung jawab dan dapat diaudit. Berdasarkan 

teori besar representasi, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap badan, agen memberikan 

laporan pertanggungjawaban representasi, didukung sistem informasi akuntansi secara baik 

sehinga mampu menghasilkan laporan keuangan yang bertanggung jawab kepada kuasa. 

meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dengan cara yang benar. Penerapan Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga menjadi contoh nyata kemajuan pesat 

Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam memperkuat visi bersama. 

mengundang sistem manajemen dan metode penafsiran dan penegakan berbagai peraturan 

perundang-undangan (Wahyu Ardie, hlm. 2021). 

Peran Audit Internal. 

Definisi audit internal menurut “international standards for the professional practice of 

Internal Auditing” yaitu keamanan dan aktivitas konsultasi independen dan obyektif yang 

dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Berdasarkan great theory 

of conduct, sebagai bentuk tanggung jawab atas otoritas yang diberikan, agen melaporkan 

tanggung jawab tersebut kepada protagonis, yang karena tidak tahu persis terkait apa yang 

dilaksanakan agen, karakter utama perlu sepertiga, pihak yang dapat meyakini protagonis bahwa 

apa agen melaporan hal yang benar.  Dari posisi pihak ketiga, pada hakekatnya peran aparatur 

pengendalian intern pemerintah (APIP) dalam menganalisis laporan keuangan. Dalam konteks 

pemerintah Indonesia yang terus rentan terhadap korupsi, konspirasi dan nepotisme (KKN), 

peran Badan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat mendorong instansi pemerintah untuk 

mengelola, mencegah dan melakukan pekerjaan yang menyesatkan dan memberikan nilai 

tambah dengan baik di dalam semua aspek baik melalui proposal/rekomendasi dan layanan 

konsultasi yang diberikan. Dengan pendekatan ini, pengendalian internal yang baik diharapkan 

dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah secara memadai. (Faiz 

Zamzami, M.A.2014). 
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Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. 

Definisi tanggung jawab publik menurut Mardiasmo (2004:20) berbunyi: Kewajiban 

pengurus (agent) untuk mengadakan, menyajikan, melaporkan dan menyelenggarakan segala 

kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pengurus (klien), untuk 

diungkapkan. hak dan kekuasaan untuk menuntut tanggung jawab adalah pernyataan dari teori 

kehendak yang hebat. Pertama dan terpenting, laporan keuangan pemerintah adalah laporan 

manajemen pemerintah yang memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 

dan mencerminkan tanggung jawab entitas pelapor atas sumber daya yang dialokasikan kepada 

mereka. Pertama, Integritas Keuangan, yang bertujuan untuk menginformasikan kepada 

masyarakat umum tentang pelaporan keuangan daerah; kedua, pengungkapan guna memberikan 

semua informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan; ketiga, adanya Akuntabilitas 

Keuangan Daerah. Laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang menunjukkan kepatuhan 

terhadap semua aturan yang berlaku (Surjono, W., & Firdaus, N. N. R. 2017) 

Pemerintah paling mampu melaksanakan keinginan protagonis berdasarkan teori aksi 

yang hebat. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan prima yang diberikan oleh 

protagonis. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk tata kelola keuangan yang baik, pemerintah 

daerah wajib mempunyai SDM berkualitas dilengkapi oleh pengetahuan, keterampilan dan 

karakter. Untuk memungkinkan sumber daya manusia menciptakan logika akuntansi yang 

memadai ketika menerapkan sistem akuntansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sudarningsih, N. L.C., Wahyuni, M.A., & Dewi, P.E.D. M. (2018), menunjukkan bahwa kualitas 

sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas nilai laporan keuangan daerah. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Atiningsih (2019) yang menunjukkan 

bahwa kapasitas sarana pengelolaan dana di desa, partisipasi masyarakat dan sistem 

pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban 

pengelolaan dana di desa, berdasarkan asumsi ilmah tersebut, dirumuskan hipotesis : 

H1 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Daerah. 

Berdasarkan teori besar representasi, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap badan, 

agen memberikan laporan pertanggungjawaban representasi, didukung oleh sistem informasi 

akuntansi yang baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan bertanggung jawab 

kepada kuasa. meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dengan cara yang benar. 

Disebutkan bahwa untuk pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah wajib mempunyai 

SIPKD berkualitas guna meningkatkan efektivitas penerapan berbagai peraturan di bidang 
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pengelolaan keuangan di daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Welly Surjono dan Nova 

Roslina Firdaus (2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Maulana Yusup (2016) yang menunjukkan bahwa “penggunaan sistem informasi pengelolaan 

keuangan daerah berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah”. Sehingga 

dirumuskan : 

H2 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Laporan Keuangan Daerah 

Berdasarkan great theory of conduct, sebagai bentuk tanggung jawab atas otoritas yang 

diberikan, agen melaporkan tanggung jawab tersebut kepada protagonis, yang karena tidak tahu 

persis apa yang dilakukan agen (ada asimetri informasi), karakter utama membutuhkan sepertiga. 

pihak mampu meyakinkan protagonis bahwa apa yang dilaporkan agen itu benar. Dalam 

kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang sehat, pemerintah daerah harus memiliki 

pengendalian internal yang baik untuk membantu organisasi meraih tujuan dalam melakukan 

evaluasi dan peningkatan efektivitasnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruswanto 

Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh (2017) menunjukkan bahwa peran pengendalian internal 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan oleh Merita Endianto, 

Nyoman Trisna Herawati dan Putu Sukma Kurniawan (2017) menggambarkan efektivitas 

standar akuntansi pemerintah, peran audit internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangli, 

sehingga ditetapkan hipotesis: 

H3 : Peran Audit Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam menyelidiki pertanyaan penelitian diungkapkan dengan 

metode kuantitatif dan tergolong penelitian asosiatif. Tujuannya guna mengetahui bagaimana 

dua atau lebih variabel terkait. Pengaruh kualitas SDM, SIPKD dan audit internal terhadap 

akuntabilitas pelaporan keuangan daerah dipelajari dalam model skema penelitian ini. 
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Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 

Variabel 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Y) 

Akuntabilitas adalah alat yang digunakan untuk memantau kinerja organisasi. Tanggung 

jawab memegang peranan penting dalam pengelolaan pemerintah daerah. Dengan menggunakan 

indikator, perangkat akuntabilitas pelaporan keuangan daerah yang dikembangkan oleh Nabila 

Ayu Indraa (2018) mengajukan enam pertanyaan tentang perencanaan keuangan, pemeliharaan 

dan pembiayaan, evaluasi kinerja, serta pengungkapan informasi yang relevan kepada pengguna 

akhir. Informasi terperinci dan kepatuhan terhadap semua aturan dan hukum yang berlaku. Ini 

adalah undangan terbuka untuk laporan keuangan. 

Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) 

Kualitas sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, 

untuk menghasilkan produk dan hasil. Perangkat kualitas sumber daya manusia diadopsi oleh 

kuesioner yang dikembangkan oleh Sudiarianti, dkk (2015) yang terdiri dari 6 pertanyaan yang 

diukur dengan indikator, yaitu: Pengetahuan, Keterampilan, Sikap. 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) 

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud nyata aksi fasilitasi 

Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, 

guna memperkuat kesamaan persepsi tentang sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

diadopsi oleh kuesioner yang dikembangkan oleh P. Ayu Ratna Dewi. 2014. mencakup 5 

pertanyaan diukur berdasarkan indikator penggunaan dan penguasaan guna pengoperasian sistem 

dan persepsi kemudahan penggunaan sistem. 

Peran Audit Internal (X3) 

Peran audit internal adalah untuk membantu manajemen mencegah, mendeteksi, dan 

menyelidiki kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi, lembaga, atau bisnis. Perangkat 

Peran audit internal diadopsi oleh kuesioner yang dikembangkan oleh Fachruroji (2020) yang 
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mencakup 6 pertanyaan berdasarkan indikator, yaitu independensi, kapasitas profesional, ruang 

lingkup pekerjaan pelaksanaan inspeksi. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satker Pemerintah Provinsi Bali yang terdiri 

dari 28 SKPD (www.baliprov.go.id). Penelitian ini menerapkan populasi 19.676 orang yang 

terdiri dari 10.368 ASN dan 9.308 non-ASN (www.bkpsdm.baliprov.go.id). Teknik pengambilan 

sampel dalam hal ini menggunakan metode finalized sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan beberapa pertimbangan. Contoh kriteria yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

5 responden dari masing-masing SKPD dengan jumlah total 140 responden, yaitu kriteria 

sebagai berikut: 1) Pejabat struktural seperti kepala bagian keuangan, sub bagian anggaran 

program, bagian keuangan analis sub bagian fungsional, bendahara umum dan bagian pelaporan 

keuangan di masing-masing SKPD. 2) Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode 

pelaporan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji alat penelitian, uji hipotesis klasik, uji 

kelayakan model, dan analisis regresi linier berganda. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Statistik Deskriptif 

Mean dihitung berdasarkan tanggapan responden terhadap setiap variabel dalam 

penelitian, dengan hasil : 

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 

Tabel 1 menggambarkan N atau ukuran data tiap variabel valid 140. Nilai rata-rata 

27,6786 dari kualitas sumber daya manusia (X1). Standar deviasinya 2.57623, dan nilai 

minimumnya 19,00. Nilai rata-rata 2.57623 ditemukan untuk data sistem informasi pengelolaan 

keuangan daerah (X2). Data memiliki minimal 18.00, nilai maksimal 25,00 dan rata-rata 

22.8429. Data peran audit internal (X3) memiliki nilai minimum 26,00, nilai maksimum 30,00, 

http://www.baliprov.go.id/
http://www.bkpsdm.baliprov.go.id/
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nilai rata-rata 28,1643, dan standar deviasi 3,08538. Ada kisaran 24.00 sampai 30,00, dengan 

nilai rata-rata 28.3500, standar deviasi 2.28516, dan rata-rata 28.3500. 

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian  

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada instrumen didasari dengan SPSS V.23 for 

windows yaitu.  

Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 

Sehingga karena penelitian mempunyai koefisien alpha (α) > 0,6 menggambarkan 

koefisien korelasi semua variabel >  0,30. 
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Hasil Uji Asumsi Klasik  

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas 

 

Hasil uji normalitas diatas mempunyai tingkat sig. 0,080 > 0,05 disimpulkan mencukupi 

asumsi normalitas. 

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Hasil uji multikolinearitas menggambarkan keseluruhan variabel bebas mempunyai VIF 

> 10 dan Tolerence < 0,1 menggambarkan tidak adanya multikolinearitas dalam data. 

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Hasil uji heteroskedastisitas menggambarkan keseluruhan variabel berada pada tingkat 

sig. > 0,05 menggambarkan tidak adanya heterokedastisitas. 

Teknik Analisis Data  

Hasil analisis regresi linear berganda difungsikan guna meninjau pengaruh kualitas SDM, 

SIPKD, dan peran audit Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi 

Bali, yaitu : 

Tabel 6 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Dari hasil analisa diatas, didapat persamaan regresi : 

Y = 11,563+ 0,153X1 + 0,358X2 + 0,155X3 + e 

Hasil analisis koefisien determinasi didapat nilai R-Square 0,726 menggambarkan 72,6% 

variabel tanggung jawab laporan keuangan daerah di provinsi Bali dipengaruhi oleh kualitas 

sumber daya manusia, informasi keuangan daerah. Sistem Manajemen (SIPKD), dan Peran 

Audit Internal, sedangkan 27,4% sisanya diajabrkan aspek lain diluar penelitian. 

Dengan uji F, peneliti dapat menentukan apakah semua variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Untuk melakukan uji ini pada tingkat kesalahan 5% (α = 

0,05) guna membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Nilai-F dapat dihitung dari nilai-F 

tabel jika semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau hipotesis 

pertama sampai diterima. Uji F menghasilkan nilai F 10,235 dengan taraf sig. 0,000. SDM, 

SIPKD, dan fungsi audit intern di Provinsi Bali berpengaruh signifikan terhadap pelaporan 

keuangan daerah terlihat dari nilai sig < 0,05. Hasilnya, model yang digunakan dalam penelitian 

ini bisa diterapkan. 
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Uji Hipotesis (Uji t) 

Variabel Kualitas SDM menggambarkan nilai t-hitung 2,059 dengan tingkat sig. 0,041 < 

0,05 disimpulkan variabel Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

Tanggung Jawab Perusahaan. laporan keuangan daerah. 

Variabel Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIPKD) menunjukkan nilai t-

hitung sebesar 3,219 dengan tingkat signifikansi 0,002, oleh karena itu dengan tingkat 

signifikansi lebih rendah dari 0,05 disimpulkan variabel SIPKD memiliki nilai positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Laporan Akuntabilitas Keuangan Daerah. 

Variabel peran pengendalian intern menggambarkan nilai t hitung 2,503 dan sig. 0,014 < 

0,05 disimpulkan variabel peran pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tanggung jawab keuangan daerah. laporan. 

Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Daerah 

Dari analisa tersebut didapat nilai koefisien regresi 0,153 dan t-hitung 2,059 dengan sig. 

0,041 < 0,05 menggambarkan variabel kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. 

Berdasarkan grand teori agency bahwa “Pemerintah yang bertindak sebagai agen dapat 

menghasilkan kinerja yang maksimal, sesuai dengan keinginan pihak principal”. Strategi ini 

terlihat dari laporan keuangan yang disajikan dan pelayanan yang baik dari tokoh utama. Semua 

potensi SDM ini mempengaruhi upaya organisasi untuk meraih tujuannya. Hasil ini 

menunjukkan adanya hubungan kualitas SDM dan tanggung jawab dalam laporan keuangan 

daerah, sehingga pengelolaan keuangan yang baik memerlukan SDM yang dilengkapi 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude). Untuk memungkinkan 

sumber daya manusia menciptakan logika akuntansi yang memadai ketika menerapkan sistem 

akuntansi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sudarningsih, N. L. C., Wahyuni, M. A., & Dewi, 

PE. D. M. (2018) dan Suci Atiningsih (2019) yang mengatakan bahwa kualitas SDM 

berpengaruh positif terhadap kualitas nilai laporan keuangan daerah. 

2. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas 

Laporan Keuangan Daerah 

Dari hasil diperoleh koefisien regresi 0,358 menggambarkan nilai t-hitung 3.219 dengan 

tingkat sig. 0,002 < 0,05 disimpulkan variabel SIPKD berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, sehingga H2 diterima. Berdasarkan 
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grand teori Agency bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga, agen memberikan 

laporan pertanggungjawaban kepada agen, didukung oleh sistem informasi akuntansi yang 

handal sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan 

akuntabilitas dengan baik. . Hasil tersebut memberikan pengelolaan keuangan yang baik, 

pemerintah daerah perlu memiliki SIPKD yang berkualitas guna memberikan peningkatan 

efektifitas pelaksanaan berbagai peraturan pengelolaan keuangan di daerah. transparansi, 

akuntabilitas. dan terkendali untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik. Hasil 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian Welly Surjono dan Nova Roslina Firdaus (2017) dan 

Maulana Yusup (2016) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah 

berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. 

3. Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah  

Dari hasil analisa dilihat nilai koefisien regresi 0,155 menggambarkan t-hitung 2.503 dan 

tingkat sig. 0,014 < 0,05 disimpulkan variabel peran audit internal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, sehingga hipotesis kedua (H3) 

diterima. Berdasarkan grand teori agency yaitu “Sebagai wujud pertanggungjawaban atas 

wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal. 

Karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan agen (informasi hilang), klien 

membutuhkan pihak ketiga yang dapat meyakinkan klien bahwa apa yang dilaporkan agen 

adalah benar”, Menggambarkan hubungan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sehat 

harus memiliki pengendalian internal yang baik, dan dapat membantu organisasi meraih tujuan 

melalui metode evaluasi secara sistematis guna memberi peningkatan efektivitasnya dalam 

pengendalian organisasi, untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Hasil penelitian ini sependapat dengan Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli 

Moh. Saleh (2017) dan Merita Endianto, Nyoman Trisna Herawati dan Putu Sukma Kurniawan 

(2017) menunjukkan bahwa efektivitas standar akuntansi pemerintah, peran pengendalian 

internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan. laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : 1) Kualitas SDM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, 2) SIPKD berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, 3) Peran Audit 

Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. 
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Saran yang diberikan adalah 1) Pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan mengadakan kursus pelatihan profesional bagi pegawai agar 

selanjutnya dapat bekerja secara maksimal. 2) SIPKD harus terus melakukan evaluasi untuk 

menghasilkan sistem yang baik yang nantinya akan mengefisienkan fungsi pegawai, berusaha 

membuat sistem atau aplikasi pendukung yang sederhana, mudah dipahami dan diterapkan oleh 

pegawai. 3) Peranan audit internal harus diawasi dengan ketat agar nantinya hasil audit 

perusahaan baik dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kecurangan, evaluasi pelaksanaan 

audit penting dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih 

baik nantinya. 4) dalam penelitian lanjutan, diharapkan mampu diberi tambahan variabel terkait 

yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah dan memperluas cakupan 

penelitian yang tidak hanya terbatas pada unit kerja pemerintah provinsi Bali, untuk memberikan 

perspektif yang lebih luas. tampilan penuh dan dapat diimplementasikan secara umum. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi 

Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 10(1), 14-25. 

 

Endianto, M., Herawati, N. T., Ak, S. E., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2018). Pengaruh 

Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Internal Audit Dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris 

Pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bangli). JIMAT (Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2). 

 

Fachruroji, Aji Ahmad. 2020. Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam 

Laporan Keuangan. JAMMI Jurnal akuntansi UMMI. Volume 1, Nomor 1, Maret-

Agustus 2020. 

 

Faiz Zamzami, M. A. (2014). Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan    

Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

 

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). 

Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

 

Home - Pemerintah Provinsi Bali. (2021). Diakses 17 November 2021, dari 

https://www.baliprov.go.id/web/# 

 

Indria, Nabila. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksebilitas 

Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi. Universitas Syarif 

Hidayatullah. Jakarta 

 

Iskandar, B. M. (2009). Akuntansi Pemerintahan . Jakarta Barat: PT. Macanan Jaya Cemerlang. 

https://www.baliprov.go.id/web/


e-ISSN 2798-8961                                                                              
 

 

304 | H i t a _ A k u n t a n s i d a n   K e u a n g a n 
 

Hita Akuntansi dan Keuangan 
Universitas Hindu Indonesia 
Edisi Juli 2022 

Media Kompas. (2021). Raih WTP Ke-8, Pemprov Bali Terima Sejumlah Catatan dari BPK 

Halaman all - Kompas.com. Diakses 25 December 2021, dari 

https://regional.kompas.com/read/2021/05/24/134703578/raih-wtp-ke-8-pemprov-bali-

terima-sejumlah-catatan-dari-bpk?page=all 

 

Ngguna,R., Muliati., Saleh (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem 

Informasi Keuangan Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Palu. Katalogis, 5(12). 

 

Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 

 

P. Ayu Ratna Dewi. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Universitas Udayana 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaaan 

Keuangan Daerah.  

 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

 

Profil Pegawai Pemerintah Provinsi Bali Keadaan Januari 2022 – Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. (2022). Diakses 18 Februari 2022, 

dari https://bkpsdm.baliprov.go.id/2022/01/27/profil-pegawai-pemerintah-provinsi-bali-

keadaan-januari-2022/ 

 

Putra, D. P. (2018). Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi 

Keuangan Daerah, dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan 

Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Forum Bisnis Dan 

Kewirausahaan. Jurnal Ilmiah STIE MDP, 7(2), 82-103. 

 

Rizani, F., & Novriyandana, R. (2018). Peer review-Pengaruh kualitas penyajian laporan 

keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah kota banjarmasin (studi persepsi pengguna eksternal laporan 

keuangan pemko banjarmasin). 

 

Sudarningsih, N. L. C., Wahyuni, M. A., & Dewi, P. E. D. M. (2018). Pengaruh Kualitas 

Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Nilai Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 

8(2). 

 

Sudiarianti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber 

Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar 

Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 

Simposium Nasional Akuntansi XVIII. 

 

Sugiyono.(2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta 

 

Surjono, W., & Firdaus, N. N. R. (2017). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan pada satuan kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 



e-ISSN 2798-8961                                                                              
 

 

305 | H i t a _ A k u n t a n s i d a n   K e u a n g a n 
 

Hita Akuntansi dan Keuangan 
Universitas Hindu Indonesia 
Edisi Juli 2022 

Keuangan (DPPK) pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Jurnal Riset Akuntansi dan 

Keuangan, 5(1) 

 

Wahyu Ardie, S. (2021). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Direktorat 

Jenderal Bina Keuangan Daerah - KEMENDAGRI. Diakses 17 November 2021, dari 

https://keuda.kemendagri.go.id/sipkd 

 

Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, 10(2). 

 

 

 


